
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR I' TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2OI7

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SEKRBTARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan teLa-h diundangkannya

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Tata Hubungan Kerja dan Standar KomPetensi Staf Ahli

Kepala Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 13 Taltun

2017 tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu diadakan

Perubahan;

b. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017

tentang Susunan Organisasi, T\rgaa dan Fungsi Sekrctariat

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat U dan KotaPrqia di Sumatera

Selatan (l€mbarar Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan kmbaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dart

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambatran L€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lEmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan l,€mbaran

Negara Repubuk IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah

diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Talun 2Ol4 tentarrg

Pemerintahan Dae rah (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbararr

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peratulan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RePublik

Indonesia Tahun 201O Nomor 51, Tambahal Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

We$renang Penganqkatan, Pemindahan dan Pemberhentiaa

Pegawai Negeri sipil (L€mbarcn Negara Republik Indonesia

Tahun 2003Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

tent€ng Perubaharr Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 2003 tentang ll/ewenang Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);
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8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Baraag/Jasa Pemerintah (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018

tentang Pembentukan Unit Keda Pengadaan Barang/Jasa

di lingkungan Pemerintah Daerah hovinsi dan

Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018

tentang Kedudukar, Tata Hubungan Kerja dan Standar

Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas (Lembarar Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 Nomor 1O);

12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2Ol7 tf,rltaJ]g Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekrctariat Daerah

Kabupaten Musi Rawas;

13. Surat Gubemur Nomor o6L lOSO6lvl l2ol9 tanggal

12 Februari 2019 tentang Rekomendasi Unit Keda

Pengadaan Barang/Jasa (UKPEJ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATUMN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATUMN BUPATT NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13

Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2017 Nomor 13) , diubah sehingga berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b poin 2) dan huruf c poin 2) diubah,

s€hingga b€rbunyi sebagai berikut :

b. Asist€n Ekonomi dan Pembaagunan, membawahkan :

2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan, membawahkan:

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
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b) Subbagian Pengelolaan Iayanan Pengadaan secara Elektonik; dan

c) Subbagian Pembinaan, Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan

Administrasi Pembangunan.

c. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan, membawahkan :

2) Bagian Umum, membawahkan :

a) Subbagian Rumah Tanqqa;

b) Subbagian Administrasi Umum; dan

c) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

2. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 2 pada Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal

27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembalgunan

Pasal 25

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala

Bagian, mempunyai tugas mengoordinasikan seluruh kegiatan

pengendalian, pengadaan barang/jasa metiputi pengelolaan sistem

informasi, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan pengadaan baralg/jasa

dan mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluaei pelaporan

administrasi pembangunan.

Pasal 26

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan dalam melalsanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi :

a. petraksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pela-ksalaan

,. administrasi pembangunan;

b. pensisteman dan pengklasihkasian permasalahan yang timbul dalam

bidang pembangunan;

c. mengklasilikasikan permasalahan yang timbul dan pemecahal

permasalahan dalam bidang tugasnya;

d. melaksanakan monitoring kegiatan yang bersifat {isik yang diarahkan

kepada Bagian pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa;

e. membuat dan menyusun Laporan berkala tentang hasil pelaksanaan

tugasnya kepada atasan langsung;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan lalgsung tentang

langkah/tindakan dalam pelaksanaan tugasnya;
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g. pengelolaan pengadaan barang/jasa;

h. pengelolaan fungsi layanan pengadaan barang/jasa socara elektronik;

i. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan

Barartg/Jasa;

j. pelalsanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis

pengadaan barang/jasa; dan

k. pelaksanaan tugas lain yarrg diberikaa oleh Asisten sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal27

(1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas :

a. melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

b. melaksanalan riset dan analisis pasar barang/jasa;

c. menJrusun strategi pengadaan barang/jasa;

d. menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

e. melaksanalan pemilihan penyedia barang/jasa;

f. menlrusun dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan

barang/jasa pemerintah; dan

h. melalrukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah; dan

i. melaksanaan tugas lain yang diberikar Kepala Bagian sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektomik dipimpin

oleh Kepala Subbagian,mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan

barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara

elektronik) dan infrastukturnya;

b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik;

c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verihkasi pengguna seluruh

sisGm informasi pengadaan barang/jasa;

d. melakukan ldentifikasi kebutuhan pengemba-ngan sistem informasi;

e. mengembalgkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
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f. memberikan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

kepada masyaralat luas;

g. melalrukan pengelolaan informasi kontrak;

h. MenBelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;

i. pengembangan sistem insentif personel UKPBJ; dan

j. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Pembinaan, Advokasi Pengadaan Berang/Jasa dan

Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas:

a. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa

pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan

personel UKPBJ;

b. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;

c. melakukan pembinaan hubungaa dengan para pemangku

kepentingan;

d. mengeloLa dan mengukur tingkat kematangan UKPBJ;

e. melaksanakan analisis beban ke{a UKPBI;

f. melakukan pengelolaan personil UKPBJ;

g. memfasilitasi implementasi standarisasi layalan pengadaan secara

elektronik;

h, meLakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan

bara-ng/jasa pemerintah;

i. meLakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi

proses pengadaan baralg/j asa;

j. memberikan bimbingam teknis, pendamping€n, dar/atau konsultasi

penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa

pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;

11. memberikal layartan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;

l. mengumpulkan dan mensistematiskal permasalahan dal skala

prioritas program pembangunan daerah;

m. menyusun rencana kegiatan tahunan pada bagian Pengadaan

Bararg/Jasa dan Pembangunan;

n. meLakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan yang

bersifat fisik;
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o. mengumpulkan bahan dan menganalisa data dalam rangka evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

p. mengumpulkan, menghimpun data/informasi dari hasi.l pelaksanaan

pembangunan daerah untuk disusun menjadi bahan laporan lisik

dan keuangan Selaetariat Daerah Kabupaten Musi Rawas;

q. melaksanakan pelayanan administrasi tata usaha kepegawaian,

kearsipan dan keuangan; dan

r. melaksanaan tugas Lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Bagian keempat Paragraf 2 pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal

38 diubah, sehingga berbunyi sebagej berikut :

Pangral2
Bagian Umum

Pasal 36

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala B"glan, memPunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan perumusan kebiiakan pembinaan urusan

rumah tangga, Administrasi Umum sekretariat Daerah dan ketatausahaan

StaJ Ahli.

Pasal 37

Bagian Umum dalam meleksanakan tugas sebagaimana dimeksud dalam

Pasal 36, menyelenggarakan fungsi :

a. pelal<sanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan

urusaa rumah tangga, Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan

- ketatausahaan StalAhli;

b. pelaksanaal kegiatan rumah tsngga, Administrasi Umum Sekretariat

Daera-h dan ketatausahaan Staf Ahli;
i 

". 
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang kebiiakan

langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Asisten sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasa.l 38

(1) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai

tugaa :

a. meLaksanakan urusan rumah tartgga pemerintah daerah;
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b. mengurus segala keperluan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan

Sekretaris Daerah serta menyelenggarakan administrasi;

c. memberikan peLayanan angkutan untuh kepentingan Dinas; dan

d. melakssnaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagiaa sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

. (21 Subbagian Administrasi Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai h:gas:

1. melaksana-kan pelayanan administrasi tata usaha kepegawaian,

kearsipan dan keuangan;

2. menJrusun program dan langkahJangkah keda Subbag Administrasi

Umum;

3, meyiapkan bahan penyusunan rencana kebijakan teknis, pembinaan

kearsipan Sekretariat Daerah;

4. mengelola arsip dilingkungan Sekretariat Daerah;

5. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi

ketatau8ahaan;

6. mencatat juml,ah naskah dinas yang masuk da.rr keluar sesuai dengan

peraturan perundang-rmdangan yang berlaku;

7. memberikan pelayanan dan pengaturan surat-menluat kepada

seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah

8. melakukan penataan, penyediaan darr pendistribusian Surat, baik

yang akan ditujukan kepada pimpinan mauptln surat yang

diturunkan dari pimpinaa; dan

9. mel,aksanaan tugas lain yang diberikan K€pala Bagim sesuai dengan

tugas dar fungsinya.

(3) Subbagian Tata Ussla Staf Ahli dipimpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas:

a, memfasilitasi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

staf ahli bupati;

b. memfasilitasi kegiatan pada staf ahli bupati;

c. menyelenggarakan administrasi kes€kretariatan staf ahli;

d. mendukung pelaksanaan tugas dan firngsi staf ahli;

e. melaksanaan twas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Pasal U

Fcrah:ran Bupati ini mulai bcdatu pade tanggal diundangkan.

fuar ectiap orang mcngetahuiaya, mcmcrintahkan pcr, gundangan Fffaturan
Bupati ini dcflgan p€ncEpatannya .lrle'rr Bcrita Daerah l(abupatcn
Musi Rawas,

Ditctapkan di Muara Bcliti,
IEda r.n8qal,rf lkt 2019

o
Dtundanglan di Muara Bcltti,
pada t ne!ql,$ nat 2Ol9

PJ. SETRETARIS DAERAH
MUSI RAWAS,

BERITA DAEMH KABUPATEN MUSI RAtrIAS TAHUN 2OT9 NOMOR..!.9.,
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